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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan berhembusnya “Angin Reformasi” telah memberikan
perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Provinsi Riau itu
sendiri. Salah satu perwujudannya adalah dengan berlakunya pelaksanaan
Otonomi Daerah yang mulai di  laksanakan pada tanggal 1 Januari 2001. Hal ini
berimplikasi terhadap timbulnya daerah-daerah baru di Indonesia, dari 27 Provinsi
pada awalnya menjadi 32 Provinsi, tidak terkecuali Provinsi Riau, terhitung mulai
tanggal 1 Juli 2004 Kepulauan Riau resmi menjadai Provinsi ke 32 di Indonesia.
itu berarti Provinsi Riau yang dulu nya terdiri dari 16 Kabupaten/Kota  sekarang
hanya menjadi 11 Kabupaten/ Kota kabupaten tersebut adalah; (1) Kuantan
Sengingi, (2) Inderagiri Hulu, (3) Inderagri Hulu, (4) Pelalawan, (5) Kampar, (6)
Rokan Hulu, (8) Bengkalis (9) Rokan Hilir, dan Kota (10 ) Pekanbaru, (11)
Dumai.
Dampak yang di timbulkan oleh Pasca Reformasi baru ini juga memberikan
perubahan kepada kabupeten/ kota tidak terkecuali juga kepada Kota Pekanbaru,
Pekanbaru baru adalah Kota dari Provinsi Riau, sebelumnya Kota Provinsi Riau
adalah Tanjung Pinang namun  itu hanya sifat sementara karena mengingat situasi
daerah yang telah mulai aman, maka pemerintah  ( Mentri Dalam Negeri  ) telah
mulai di pikirkan menetapkan ibu kota provinsi riau secaara sungguh-sungguh,
dalam hal ini Mentri Dalam Negri mengrim kawat kepada Gubernur Riau tanggal
30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15./6 untuk menanggapi maksud kawat tersebut
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pertanggung jawabkan. Maka badan penasehat meminta kepada Gubernur Riau
supaya membentuk Panitia Khusus. Dengan surat keputusan Gubernur kepala
Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 september 1958 No.21/0/3-D/58  di
bentuk panitia penyidik daerah swantantra tingkat I Riau. Maka panitia
berkeliling- berkililing kesuluruh daerah riau untuk mendengar pendapat-pendapat
pemuka-pemuka masyarakat, penguasa perang riau daratan dan penguasa perang
riau kepulaan. Sebagai kota terpilih kota Pekanbaru,  pendapat ini langsung di
sampaikan oleh Mentri Dalam Negeri. Akhirnya tanggal 20 januari 1959
dikeluarkan surat keputusan  dengan No. Des.52/1/44-25 yang menetapkan Kota
Pekanabaru sebagai ibu kota Provinsi Riau.
Dengan  seiringnya jalan Reformasi Kota Pekanbaru memeliki posisi yang
sangat strategis  pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa
Kota Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah Administratif di apit oleh
Kabupten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan
oleh Kabupaten Kampar. sebelum tahun 1960 Kota Pekanbaru hanyalah Kota
dengan luas 16 Km2 yang kemudia
Bertambah menjadi 62 96 Km2 dengan 2 Kecamtan yaitu Kecamatan
Senaplan dan  Kecamatan Lima Puluh, selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6
Kecamatan, Dan tahun 1987 menjadi 8 Kecamatan dengan luas wilayah  446.50
Km2, setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian
wilayah untuk keperluan perluasan Wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian
menetapkan melalui peraturan melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia
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pekanbaru menjadi 12 kecamatan yaiutu; (1) Kecamatan Bukit Raya, (2)
kecamatan lima pulu, (3) Marpoyan damai, (4) Payung sekaki, (5) Pekanbaru
kota, (6) Rumbai Pesisir, (7) Rumbai, (8) Sail, (9) Senaplan, (10) Sukajadi, (11)
Tampan, (12) Tenayan raya.  Salah satu daerah otonomi baru UU No.32 tahun
2009 satu hal yang tidak di pungkiri bahwa pemekeran wilayah ini berdampak
pada Pelayan Publik.
Pekanbaru, Riau, meresmikan 25 kelurahan sebelumnya jumlah kelurahan
yang ada di Kota Pekanbaru 58 kelurahan setelah di sahkan( Perda) Nomor
4/2016 oleh DPRD menjadi 83 kelurahan di Kota Pekanbaru, termasuklah
Kelurahan Kulim di mekarkan menjadi 3 kelurahan yaitu 1. Kelurahan
Pembatuan 2. Kelurahan Sialang Rampai 3. Kelurahan Mentangor. Kelurahan
Kulim mempunyai jumlah penduduk yang cukup besar sekitar 22,381 jiwa (2010)
karna semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kulim
secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
Tabel 1.1
Pasca Pemekaran dan Sebelum Pemekaran
Kelurahan Sebelum pemekaran Keluraan Setelah pemekaran
1. Kelurahan kulim 1. Kelurahan kulim
2. Kelurahan pebatuan
3. Kelurahan sialang rampai
4. Kelurahan mentangor
Sumber data : Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kelurahan  dianggap sudah tidak efektif
dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti lamanya rentang waktu
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yang  berjalan lambat, serta urusan pembinaan untuk kemasyarakatan yang
menjadi kurang fokus, sehingga pemekaran Kelurahan dianggap sebagai salah
satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2016 adalah
dengan berkembangnya jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial
budaya, sosial politik dan meningkatnya volume  kerja di bidang penyelenggara
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyaaratan, maka
di perlukan pemekaran kelurahan Kota Pekanbaru.
Pelayanan ialah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus
apa yang diperlukan orang lain. Dalam pelayanan yang disebut
konsumen (customer) adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktifitas
yang dilakukan oleh organisasi atau petugas organisasi pemberi pelayanan
namun, pasca pemekaran pemerintah kota pekanbaru juga masih banyak
kekurangan kekurangan yang belum bisa di penuhi khusus nya di pelayanan,
bahkan pelayanan membuat masyarakat bingung setelah terjadi nya pemekaran
dan faktor faktor pendukung seperti prasarana masih kurang, sehingga pelayanan
pun masih terkendala.
Maka berikut ini akan dijelaskan pembahasan tentang pelayanan publik
pasca pemekaran kelurahan dan sebelum pemekaran kelurahan yang berada di
kantor Kelurahan Kulim, Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Sialang Rampai dan
Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanabaru dapat di lihat
dari tabel berikut ini :
5Tabel 1.2
Pelayanan publik sebelum pemekaran kelurahan Kulim kecamatan
tenayan Raya kota pekanbaru
No Pelayanan publik Jenis
pelayanan
Keterangan Jumlah
1 Pelayanan administratif KTP Ada -
KK Ada -
Akte kelahiran Ada -
2. Pelayanan barang Air bersih Tidak ada -
Listrik Ada -
Semenisasi Ada -
Bagan jalan Ada -
3. Pelayanan jasa Perbankan Tidak ada -
Kantor pos Tidak ada -
Pendidikan Ada 16
Kesehatan Ada 2
Pemadam
kebakaran
Ada 1
Angkutan darat Tidak ada -
Angkutan laut Tidak ada -
Angkutan udara Tidak ada -
Sumber : Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan
publik dan dengan di landasi oleh keinginan untuk meningkatkan kemampuan
penyelenggara pemerintah yang lebih  efesian, mempercepat pelayanan dan
pemerataan pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru telah
berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar terciptanya nya pemerintah yang
efsian dan efektif namun, masih banyak juga permasalahan-permasalahan yang
belum dapat di selesaikan dengan baik.
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Pelayanan publik pasca pemekaran Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan
Raya Kota Pekanbaru.
No Pelayanan publik Jenis
pelayanan
Keterangan Jumlah
1 Pelayanan administratif KTP Ada -
KK Ada -
Akte kelahiran Ada -
2. Pelayanan barang Air bersih Tidak ada -
Listrik Tidak ada -
Semenisasi Tidak ada -
Bagan jalan Tidak ada -
3. Pelayanan jasa Perbankan Tidak ada -
Kantor pos Tidak ada -
Pendidikan Ada 5
Kesehatan Ada 1
Pemadam
kebakaran
Tidak ada -
Angkutan darat Tidak ada -
Angkutan laut Tidak ada -
Angkutan udara Tidak ada -
Sumber: Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Tabel 1.4
Pelayanan publik pasca pemekeran Kelurahan Pebatuan Kecamatan
Tenayan Raya Kota Pekanbaru
No Pelayanan publik Jenis pelayanan Keterangan Jumlah
1 Pelayanan administratif KTP Ada -
KK Ada -
Akte kelahiran Ada -
2. Pelayanan barang Air bersih Tidak ada -
Listrik Tidak ada -
Semenisasi Tidak ada -
Bagan jalan Tidak ada -
3. Pelayanan jasa Perbankan Tidak ada -
Kantor pos Tidak ada -
Pendidikan Ada 2
Kesehatan Ada 2
Pemadam
kebakaran
Ada 1
Angkutan darat Tidak ada -
Angkutan laut Tidak ada -
Angkutan udara Tidak ada -
Sumber: Kelurahan Pebatuan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
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Pelayanan publik pasca Pemekeran Kelurahan Sialang Rampai
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
No Pelayanan publik Jenis
pelayanan
Keterangan Jumlah
1 Pelayanan administratif KTP Ada -
KK Ada -
Akte kelahiran Ada -
2. Pelayanan barang Air bersih Tidak ada -
Listrik Tidak ada -
Semenisasi Tidak ada -
Bagan jalan Tidak ada -
3. Pelayanan jasa Perbankan Tidak ada -
Kantor pos Tidak ada -
Pendidikan Ada 4
Kesehatan Ada 1
Pemadam
kebakaran
Tidak ada -
Angkutan darat Tidak ada -
Angkutan laut Tidak ada -
Angkutan udara Tidak ada -
Sumber : Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
Tabel 1.6
Pelayanan publik pasca Pemekeran Kelurahan Mentangor Kecamatan
Tenayan Raya Kota Pekanbaru
No Pelayanan publik Jenis pelayanan Keterangan Jumlah
1 Pelayanan administratif KTP Ada -
KK Ada -
Akte kelahiran Ada -
2. Pelayanan barang Air bersih Tidak ada -
Listrik Tidak ada -
Semenisasi Tidak ada -
Bagan jalan Tidak ada -
3. Pelayanan jasa Perbankan Tidak ada -
Kantor pos Tidak ada -
Pendidikan Ada 3
Kesehatan Ada 2
Pemadam
kebakaran
Ada 1
Angkutan darat Tidak ada -
Angkutan laut Tidak ada -
Angkutan udara Tidak ada -
Sumber : Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
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terjadi belum dapat diatasi sebagai mana tujuan Pemekeran adalah untuk
kesejahtraan masyarakat.
Melihat realita yang terjadi setelah pemekaran kelurahan Kulim sangat
tidak berbanding lurus dengan apa yang di harapkan masyarakat melihat masih
lamanya rentang waktu dalam pelayanan administratif baik itu dalam dalam
urusan pembuatan KTP ( kartu tanda penduduk ), KK ( kartu keluarga ) dan
urusan administratif lainnya, serta dari segi pelayanan barang yang meliputi
pelayanan listrik, pelayanan air bersih dan pelayanan-pelayanan yang berbentuk
fisik lannya masih belum terlihat sama sekali. Di tambah lagi masih minimnya
sarana prasaran yang memadai membuat masyarakat seakan-akan tidak merasakan
dampak yang positif dalam pemekan.
Dalam pemekeran yang terjadi Penyusunan, Penetapan dan Penerapan
standar pelayanan yang di lakukan belum sepenuhnya di pahami oleh masyarakat,
misalnya dalam alur pelayanan yang ada pada kelurahan tersebut, karna tidak ada
SOP ( Standar Operasional Prosedur ) yang jelas yang tertera dan tidak bisa
memberikan kenyaman yang baik kepada masyarakat seperti fasilitas-fasilatas
tempat ruang tunggu tamu dan lain-lainnya.
Tuntutan dari pemekaran wilyah yang terjadi selama ini pada umumnya
didasari oleh ketidak jangkaun pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan
yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkemabangan jumlah
penduduk disamping saranan dan prasarana penunjang lainnya, hal itu
menyebabkan kesenjangan dalam masyrakat tersebut.
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wilayah adalah meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat di wilayah yang di
mekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi pada wilyah yang baru dimekarkan
justru beberapa fungsi Pelayanan Publik tidak bejalan sebagaimana mestinya, hal
tersebut disebabkan oleh beberapa hal di antaranya kesiapan dari aparatur yang di
tempatkan diwiliayah yang baru di mekarkan dan penunjang fasilits – fasilitas
yang belum memadai, bahkan biasanya wilayah – wilayah yang baru di mekarkan
terkendala dalam struktur pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan
publik, hal ini jelas berdampak pada pelayan publik bagi masyarakat.
Masyarakat sebagai pihak yang di layani tentunya mengharapkan bisa
mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak-pihak yang sudah di berikan
kepercayaan wewenang untuk mengurus sistem pemerintahan tersebut.
Berdasarkan permendagri No 31 Tahun 2006 tentang pembentukan,
penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Adapun tujuan dari Pembentukan
Kelurahan adalah Kelurahan dibentuk untuk meningkatkan pelayanan masyarakat,
melaksanakan Fungsi Pemerintahan, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Sebagaimana pasal 5 UU NO. 73 tahun 2005 menjelaskan lurah
mempunyai fungsi
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pelayanan Masyarakat
4. Penyelenggara Kentrentraman dan Ketertiban umum;
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5. Pemelihara Prasarana dan Fasilitas umum;dan
6. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan
Adapun syarat-syarat pembentukan kelurahan sebagaimana yang tertuang
dalam Permendagri No 31 Tahun 2006 yang di jelaskan pada pasal 4 sebagai
berikut:
1. Jumlah penduduk
2. luas wilayah
3. Bagian wilayah kerja
4. Sarana dan prasarana pemerintahan.
Berdasarkan persyaratan di atas yang tertuang dalam Permendagri 31/2006
tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan jumlah
penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK, dengan luas paling sedikit 3 km2
serta bagian wilayah kerja yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan
dan pembinaan masyarakat, sarana dan Prasarana pemerintaha serta memilik
memiliki kantor pemerintahan, memiliki jaringan perhubungan yang lancar,
sarana komunikasi yang memadai, dan fasilitas umum yang memadai.
Pemekaran wilayah selayaknya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan
disamping memperhatikan persyaratan yang sudah diatur pemerintah dalam PP
No. 129 tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan PP No. 17 Tahun 2008
tentang pembentukan suatu daerah otonom. dalam peraturan pemerintah tersebut
sudah diatur bahwa pembentukan daerah otonom yang baru dimungkinkan dan
harus memenuhi faktor-faktor antara lain : kemampuan ekonomi, potensi daerah,
sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah disamping factor lain
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yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana, rentang kendali yang
memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang diharapkan.
Dalam mengahadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang,
Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan
publik sebaik-baiknya menuju good governance atau kesepakatan menyangkut
pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan
swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut Pelayanan Publik yang
berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas.
Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi
daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan
mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. penerjemahan seperti
ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.
Pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika
seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi
semua penerima pelayanan. Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur sipil
negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat
diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi
maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan oleh sebab itu
perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar
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pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh
pemerintah pusat pada pemerintah daerah.
Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah
ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dimana Pemerintahan Daerah diberi kewenangan yang demikian luas oleh
pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk
didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun
berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang
diterima oleh masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari
kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.
Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan mempunyai implikasi
luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
sedangkan kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor
penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan  masyarakat kepada
pemerintah. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah
seringkali cenderung rumit seperti tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan
aparat, disiplin kerja. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan
umum di daerah.
Adapun penghambat dari pelayanan publik dari  pasca pemekaran kelurahan
kulim adalah :
1. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai sehingga
mekanisme kerja tidak berjalan sebagaiamana mestinya
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2. Pengorganisasian tugas layanan yang belum serasi sehingga terjadi
simpang siur penanganan tugas, tumpang tumpah tindih ( over lapping )
3. Pendapatan pegawai tidak mencukupi dalam kebutuhan hidup meskipun
secara minimum atau setelah pemekaran pendapatan pegawai selama 1
tahun tidak di keluarkan
4. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang di bebankan
kepadanya
5. Tidak tersedianya prasarana dan fasilitas-fasilitas pendukung untuk
melayani masyarakat, contoh mesin ketik, meja tunggu tamu dan lain-lain.
6. Batasan-batasan wilayah yang telah di mekarkan pun menjadi problema
yang belum bisa di selesaikan sampai saat sekarang ini.
Salah satu daerah otonom selalu dituntut untuk memberikan kesejahteraan
kepada masyarakat, bangsa dan negara yang mencerminkan lewat kinerja aparat
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang sesuai
dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan
dasar masyarakat. Maka dari itu peneliti mangambil acuan dan pedoman malalui
Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No 15 Tahun 2014 tentang pedoman Pelayanan Publik, agar
mengetahui bagaimana pelayanan publik pasca pemekaran kelurahan kulim
tersebut. Titik berat otonomi daerah saat ini adalah kelurahan/desa, dimana
pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung. Oleh karena
itu, pelaksanaan pelayanan publik sangat penting untuk diperhatikan.
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Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka penulis
akan menjadikan daerah ini sebagai objek yang akan diteliti dengan judul:
“Analisis pelayanan publik pasca pemekaran (Studi pada Kelurahan Kulim,
Kelurahan Pembantuan, Keluarahan Sialang Rampai, Kelurahan Mentangor
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanaru ).
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang diatas, maka
yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana Pelayanan publik pasca pemekaran di Kelurahan Kulim di
Kelurahan Mentangor di Kelurahan Pebatuan  di Kelurahan Sialang
Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat dan pendukung Pelayanan Publik pada
kelurahan baru pasca pemekaran Kelurahan Mentangor, Kelurahan
Pebatuan dan Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota
Pekanbaru ?
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap
perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas yaitu:
1. Untuk mengetahui pelayanan publik setelah terjadinya pemekaran
Kelurahan Kulim di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung terhadap
pemekaran Kelurahan Baru Kelurahan Pebatuan, Kelurahan Mentangor,
Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
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1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian merupakan hasil penelitian yang dilakukan. Manfaat
penelitian yang dimaksud mencakup hal-hal sebagai berikut:
1. Manfaat secara ilmiah
Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan
berfikir ilmiah, sistematis, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan
dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian-kajian teori
dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.
2. Manfaat secara praktis
Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman
mengenai penerapan electronic government terhadap kualitas pelayanan
publik.
3. Manfaat secara akademis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik
secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan sehingga dapat
menambah bahan kajian perbandingan bagi yang tertarik dalam bidang ini.
1.5 Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah Penelitian ini, maka Penulis membagi penulisan ini
dalam Enam Bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang:  Latar Belakang Masalah, Perumusan
Masalah, Tujuan  penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
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BAB II LANDASAN TEORI
Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan
penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini membahas tentang Lokasi dan waktu Penelitian, Jenis
dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, teknik pengumpulan data, serta
teknik analisa data.
